
1

BIIPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SIILAWTSI TENGGARA

PERATURAI{ BIIPATI KOIiIAWE SELATAN
XOMOR: 7 TAIIUTT 2O2O

TENTANG

PEIYETAPAIT DAU TAMBAIIAN BANTUAIT PENDANAAN KILURAIIAIT
SEf,IAP XTLURAIIAN KABUPATEIY KONAWE SELATAIT

TAIIUN ANGGARAIT 2O2O

Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Angg aran 2O2O d,an

mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan
pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 72 Tahun 20 19 tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2019 Nomor 72);

a.

b.

DEIYGAN RAHMAT TUHAN YANG UAIIA ESA

BUPATI KONAWE SELATAIT,
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Mengingat:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang penetapan DAU
Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.

l. Undang-Undarg Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4267);

2- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukal Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2}ll Nomor g2,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang_
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1g3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 639g);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan

Standar

Republik

Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

tentang

Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2O1g
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana terah diubah dengan peraturan Menteri Daram
Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20I 1 Nomor 31 0);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 200g
tentang Tata Cara penatausahaan dan penyusunan L.aporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta penyampaiannya;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 157);
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I 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang

Daerah dan Rencana Pembangunal Jangka Menengah

Daerah Serta Tata Cara Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Daerah dan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 20lB
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.OZ /2020

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46J;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor

PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen

dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2O2O;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan

(kmbaran Daerah Kabupaten Konau,e Selatan Tahun 2007

Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9);

4



18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor g)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0
Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1l
Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1l);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 202O

(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019
Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 2g Talun 2OlT
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);

22. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 2Z Tahun 2Ol9
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pembangunan

Sarana Dan Prasaran Kelurahan Dan pemberdayaan

Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Konanve

Selatan Tahun 2019 Nomor 27);
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23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2019
tentang Analisis Standar Biaya Masukan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angg aran 2O2O

Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 55);

24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Z2 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2O
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019
Nomor 72);

25. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Talrun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angga ran 2O2O Kabupaten Konawe
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KoNAwE SELATAN TENTANG PENETAPAN

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
KELURAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020.
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BAB I
KETENTUAII UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah ada-lah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD

adalah lembaga perwakiian rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6' Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat din ai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiau,aban, dan pengawasan keuangan daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe selatan,
sela,jutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oreh pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;

9' Perangkat Daerah adarah unsur pembantu Bupati dan DpRD daram
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program;

11' Satuan Keg'a Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat sKpKD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah;
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12. Rencana Kerja dan Anggaran OpD selanjutnya disingkat RKA_OPD
adalah dokumen perencana€rn dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan opD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan ApBD;

13. Pemegang

Daerah

16.

t7.

18.

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah
yang karena jabatannya mempunyai

adalah Kepala

kewenangan

14

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat ppKD adalah
Kepala Satuan Kerja pengerola Keuangan Daerah yang seranjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendal-rara Umum Daerah;
Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD ada-lah ppKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi perangkat Daerah yang dipimpinnya;
Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD ada_lah
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KpA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

15.

anggaran dalam

Daerah;

19' Kecamatan atau disebut dengan nama lain adarah bagian wilayah dari
daerah kebupaten/kota yang dipimpin oleh Camat;

20' Kelurahan adarah bagian w,ayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecarnatan;

2l Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanaka, oleh satu
atau lebih unit kerja pada opD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) ddam
bentuk barang/jasa;

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat
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22' Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran pendapatan dan Beranja Negara kepada
daerah dengan tujual pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan
desentralisa.si;

daerah dalam rangka pelaksanaan

23. Dana Alokasi Umum Tambahan
Tambahan adalah dukungan

27.

kabupaten/ kota untuk kegiatan pembangunan \sarana dan prasarana
Kelurahan dan pember d,ayaan masyarakat di Kelurahan;
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui ssragai
penambah nilai kekayaan bersih;
Belanja Daerah adarah kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih;
Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebu tuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desen trali sa si ;
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang diberi atau diperoreh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
Rekening Kas Umum Negara yang selanj utnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penenmaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada
bank sentral;

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan

2A.

29.

JJ.

daerah dan membayar

ditetapkan.
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
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yang selaljutnya disingkat DAU
pendanaan bagi Kelurahan di

24.

25.

26.

30

31.

32.



Jumlah DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan
dalam APBD T'A' 2020 sebesar Rp. 10.440.504.000,00 (sepuruh Milgar Empat
Ratus Empot httuh Juta Lima Rahts Empat Ribu ktpiah),yang bersumber dari :

a. APBD sebesar Rp. 4.950.504.000,00 (Empat Milyar Sembilan Rafi,o Lima
Puluh Juta Lima Rahrs Empat Rlbu Rupiahl; dan

b' DAU tambahan sebesar Rp. 5.4g0.000.000,00 (Lima Miryar Empat Ra,.ts
Sembilan htluh Juta Rupiall.

BAB III
RIIVCIAIY PEMBAGIAIY DAU TAMBAIIAI{ BAI{TUA]Y PEITDAI{AAIV

KELURAHAN SETIAP KELT'RAHIIN

pasal 3
(1) Rincian pagu arokasi pembagian DAU tambahan bantuan pendanaan

keluraian setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasa r 2 huruf a
sebagai berikut :

BAB II

DALAM APBD T.A.2O2O

Pasal 2

CAMATANEK P GALAN GA
1 PALANLKE RAU HAN GG A 330.036.000II KECAMAT NA DLAN No o
2 LUKE ANRAH LANDONo 330.000.000IT TANEK CAMA TI NANGG AE
J KELU ANRAH Nll ANG EG A 330.036.000
4 LKE AURAH NN GAPAAHA 330.036.000IV TANKECAMA RA No EM ETO
5 LKE URAH NA RANo EM ETO 330.036.000

KECAMATAN KONDA
6 KELURAHAN KOND A 330.036.000
VI KECAMATAN KOLONO
7 KELURAHAN KOLONO 330.036.000,-

DAU TA}IBAIIAJT BAI{TUAIT PEIYDAITIAAN I(ELURAHAN YAIIG DIANGGARI(AIT
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KECAMATAIT = KELURAIIAil
(Rp.)
APBD

2 3
1

NO.
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VII KECAMATAN MORAMO
8 KELURAHAN LAPUKO 330.036.000

VIII KECAMATAN ANDOOLO
9 KELURAHAN ALANGGA
10 KELURAHAN POTORO 330.036.000x KECAMATAN LALEMBUU

KELURAHAN ATARI INDAH 330.036.000x KECAMATAN MORAMO UTARA
12 KELURAHAN LALOWARU 330.036.000
XI KECAMATAN LAEYA
l3 KELURAHAN PUNGGAL UKU 330.036.000,-
14 LKE URAH AN AMB DALO GAN EG 330.036.000
xII AT TANKECAM AN PALAN GG SA ELA
15 KELURAHAN AMOND r) 330.036.000

JUMLAII 4.95O.5O4.O(rc,-

(2) Rincian pagu alokasi pembagian DAU tambahan bantuan pendanaan
kelurahan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b
sebagai berikut :
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I KECAMATAN PALANGGA
1 KELURAHAN PALANGGA 366.000.000
II KECAMATAN LANDONO
2 KELURAHAN LANDONO 366.000.000
III KECAMATAN TINANGGEA

KELURAHAN TINANGGEA 366.000.000
4 KELURAHAN NGAPAAHA 366.000.000,-
IV KECAMATAN RANOMEETO
5 KELURAHAN RANOMEETO 366.000.000

KECAMATAN KONDA
6 KELURAHAN KONDA 366.000.000,-
VI KECAMATAN KOLONO
7 KELURAHAN KOLONO 366.000.000

VII KECAMATAN MORAMO
8 KELURAHAN LAPUKO 366.000.000

VIII KECAMATAN ANDOOLO
9 KELURAHAN ALANGGA 366.000.000,-
10 KELURAHAN POTORO 366.000.000,-x KECAMATAN LALEMBUU
11 KELURAHAN ATARI INDAH 366.000.000,-

KECAJTIATAN = KELURAHAN
(Rp.l
APBDNO.

I 2 3

330.036.000
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KECAMATAN = KELURAIIANNO.
I

2 3I
DAU TAMBAHAN
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X AMAT TARAKEC AN oM RAMo U
12 LUEK ANRAH LALOwARU 366.000.000XI TAN YAKE C AAM LAE
13 LUKE RAH PAN NU ALGG KUU s66.000.00014 LKE URAH NA MA BALO AND EGG 366.000.000XII TANTKECAMA AN PALAN LiG A S LAE
15 LKE RAU H AN AM No oD 366.000.000

JUMLAH 5.49O.OOO.O(x),_

(l) Penyaluran Dau

BAB IV
PEITYALURAN

Pasal 4

Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan dilakukan
dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Konawe
Selatan;

(2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dicatat dengan menggunakan akun
DAU dengan keluaran kegiatan
Pendanaan Kelurahan;

penyaluran DAU Tambahan Bantuan

(3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :

a' TaLnp I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020;
dan

b Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September
2020.

(4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50yo
(lima puluh persenr dari alokasi DAU Tambahan Bantuan pendanaan
Kelurahan yang dianggarkan dalam ApBD;

(5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan
Iebih sa-lur DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kerurahan Tahun
Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah Kelurahan.

72

XECAUATAIT + KELURAIIAI{NO.

2 3
)

DAU TAMBAHAN
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Pasal 5
Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kerurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (r) dilaksanakan seterah Bupati Konawe Selatan
c'q' KepaTa Bada, Keuangan da, Aset Daera-h menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari masing-masing Kelurahan sebagai berikut :

a. Tahap I berupa :

1' Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah
mengenai ApBD Tahun Anggaran 2O2O d.anlata.u peraturan Bupati
Konawe Selatan mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2O2O; dar-

2. l,aporan realisasi penyerapan Ernggaran Kelurahan Tahun Anggaran
2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU
Tambahal Bantuan pendanaan Kelurahan.

b' Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan €rnggaran Kelurahan Tahap I
yang menunjukkan realisasi pa-ling sedikit 500/o (rima puluh persenl dari DAU
Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan yang telah diterima.

Pasa_l 6
(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

diterima Bupati Konawe selatan c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah, dengan ketentuan :

a. Tahap I paling lambat tanggal 20 Maret 2O2O; dan
b. Tahap Ii paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

(2) Dalam hal Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasar 5 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan
Tahap I dan/atau Tahap II tidak disalurkan.

(3) Kelurahan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan €rnggaran
Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Konawe Selatan c.q. Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah paring lambat minggu pertama bulan Januari
202r.

13



Pasal 7
(l) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan, pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Selatan wajib menganggarkan kembali pada ApBD Tahun Anggar an 2O27
dengan ketentuan :

a. Sisa DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan atas kegiatan yalg
keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk
mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan

b' sisa DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan atas kegiatan
yang keruaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk
mendanai kegiatan yang sama atau kegiatal lainnya pada Kelurahal
tertentu sesuai prioritas.

(2) Dalam hd DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan tidak
disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), penyelesaian
kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufa menjadi beban ApBD Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IV
KEf EIITTUAIT LAIITT-LNN

Pasal 8
(1) Ketentuan mengenai Fomat :

a. la.poran rea]isasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran
2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a angka 2;

b. Laporan realisasi penyerapan anggarar Kelurahan Tahap I sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf b;

c. l"aporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran
2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal terdapat perubahan format dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perubahan dokumen ditetapkan daram perubahan
Peraturan Bupati ini sebagaimana rujukan dari peraturan DJpK.
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BAB V
KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten Konav'e
Selatan.

BERITA DAERAH KAITUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR .+
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LAMPIRAIT PERATURAN BUPATI T(ONAWE SELATAN
. 7 TAHUTT 2o2O
: [B JANr14+t 2O2O
: PEIYETAPAN DAU TAMBNIAN BAIVTUAN PEIIDANAAN KELURAHAN SEIIAP KELURAHAN

KABUPATEIY KOI{AWE SELATA.TT TAHUN AITGGARAN 2O2O

A. FOR]VIAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
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Petunjuk Pengisian:

NOMOR
URAIAN

I Kolom 1 diisi de nomor urut Kelurahan
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B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAIT KELT'RAHAN TAHAP I
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Petunjuk Pengisian:

NOMOR URAIAI{
diisi dengan nomor urut Kelurahan
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Petunjuk Pengisian :

NOMOR
URAIAN

(1) diisi dengan nomor urut Kelurahan
(21 diisi dengan uraian kegiatan
(3) diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA. ZO2O
(4) TA mnya1ld deSI mu lahngan Dslsa UAJ tamanSSaran se ubel
(s) diisi dengan jumlah rea.l lsasl DAU tambahan TA. 2O2O
(6) realid dts1 un-) ahengan S1sasi DSA UJ bahtam Tan SEbelumnya
(7) tli sl d liSC hsl an ta-ra koengan om dan ko onl
(8) diiSI d n liSE anh kotara lomgan
(e) lld deSI vol mcu uo t tngan tanpu lahte direalikegia yang sasikan Ddari AU salm1 5 00

(10) lt std d tsa au uoengan tantpu d a1dankegia D Uyan bahtam an salml me er
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